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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 862/Pdt.G/2023/PA.JU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Jakarta  Utara  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  majelis hakim  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yuliyanti,  Se Binti  H.  Uci  Nursi,  lahir  di  Jakarta,  08  Desember  1972,

agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan

Strata I, tempat kediaman di Jl. Kesadaran No. 83 RT

001 RW 004 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan

Kelapa Gading Kota Jakarta Utara, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal  28 Maret 2023, yang terdaftar

dalam  register  Surat  Kuasa  Khusus  Nomor  :

219/SK.Kh/2023/PA.JU,  tanggal  6  April  2023,  telah

memberikan  kuasa  khusus  kepada  Suratno,  S.H.,

Advokat yang berkantor di Jl, Mahoni Gg Baru N0.18

RT 009 RW 001 Keluraha Tugu Utara Kecamatan Koja

Kota  Jakarta  Utara,  bertindak  untuk  dan  atas  nama

Pemberi Kuasa, sebagai  Penggugat;

melawan

Budy Andriyanto Bin Chamim Toha,  lahir  di  Gresik,  04 Oktober  1974,

agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan

SLTA, tempat kediaman di Jl. Kesadaran No. 83 RT 001

RW  004  Kelurahan  Pegangsaan  Dua  Kecamatan

Kelapa Gading  Kota  Jakarta Utara, sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
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Telah  memeriksa  bukti  surat  dan  keterangan  saksi-saksinya  di

persidangan; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 28 Maret 2023 telah

mengajukan  Cerai  Gugat,  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Agama Jakarta Utara, dengan Nomor 862/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 30 Maret

2023,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa  pada  tanggal  25  Mei  2006  telah  dilangsungkan  perkawinan

antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan

sesuai dengan tuntunan (KUA) Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara,

sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 189/32/V/2006, tertanggal 25

Mei 2006;

2. Bahwa  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  dilangsungkan

berdasarkan  kehendak  kedua  belah  pihak  dengan  tujuan  membentuk

rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang

Maha Esa;

3. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di  rumah

Kediaman orang tua Penggugat  di  Jl.  Kesadaran No.83 Rt.001 Rw.004

Kel. Pegangsaan dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara;

4. Bahwa  selama  masa  perkawinan,  Penggugat  dan  Tergugat  telah

berkumpul  sebagaimana  layaknya  suami-isteri,  dan  telah  dikaruniai  2

(dua) orang anak yang masing-masing bernama:

 PRAJNA KAMILAH, Perempuan Lahir di Jakarta 25 September 2007;

 KHANSA KARIMAH Perempuan Lahir di Jakarta 12 September 2012;

5. Bahwa  kebahagiaan  yang  dirasakan  Penggugat  setelah  berumah

tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2017, namun

sejak  bulan  Mei  tahun  2021  sering  pertengkaran,  penyebabnya  antara

lain:

 Tergugat memiliki WIL (Wanita Idaman Lain), bahkan sudah 

menikah sirih;

 Tergugat tidak menafkahi istri dan anak-anaknya; 

 Tergugat tidak bertanggung jawab dengan keluarganya;
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6. Bahwa puncak dari padanya pertengkaran dan perselisihan terjadi pada

bulan Desember tahun 2021. Tergugat sering tidak pulang kerumah, tanpa

izin  dan  sepengetahuan  Penggugat.  Semenjak  itu  tidak  ada  hubungan

baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak

pernah melakukan hubungan sebagai suami istri  sampai sekarang, dan

diketahui bahwa tahun 2022 telah menikah sirri;

7. Bahwa  ikatan  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat

sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu

rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud

dan  tujuan  dari  suatu  perkawinan,  sehingga  lebih  baik  diputus  karena

perceraian;

8. Bahwa  berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas,  Penggugat  akan

mengajukan Gugatan Cerai  terhadap Tergugat  atas dasar pertengkaran

yang terjadi terus- menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu

ikatan  perkawinan,  telah  memenuhi  unsur  pasal  19  huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam,  sehingga  berdasar  hukum untuk  mengajukan  Gugatan  Cerai  ini

dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk berkenan menerima,

memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.

2. benjatuhkan talak satu bainsughra Tergugat BUDY ANDRIYANTO bin 

CHAMIM TOHA terhadap Penggugat YULIYANTI, SE binti H. UCI NURSI 

3. Membebankan biaya Perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);
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Bahwa  pada  persidangan  yang telah  ditetapkan  Penggugat maupun

Kuasa  Hukumnya  telah  datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan

Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang

lain  sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah  untuk  datang  menghadap  di

persidangan,  meskipun  berdasarkan  berita  acara  relaas  panggilan  yang

dibacakan di persidangan, Tergugat telah  dua kali dipanggil secara resmi dan

patut,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Tergugta  tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat  agar berpikir untuk  tidak

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat  tetap pada dalil-dalil  gugatan cerainya

untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa  oleh  karena  Tergugat tidak  pernah  datang  menghadap  di

persidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara

ini tidak bisa dilakukan mediasi;

Bahwa  selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat

gugatan  Penggugat yang  maksud  dan  tujuannya  tetap  dipertahankan  oleh

Penggugat;

Bahwa  untuk menguatkan dalil-dalil  gugatan tersebut, Penggugat telah

mengajukan bukti berupa :

A.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Surat yang bermeterai cukup dan sudah cocok dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :

189/32/V/2006,  yang  aslinya  dikeluarkan  oleh  Kepala  Kantor  Urusan

Agama Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara pada tanggal  23

Mei 2006 (P.1); 

B.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Saksi-saksi.

1. Nunung  Nurlifa  Binti  H.  Uci  Nursi,

umur  41  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Mengurus  Rumah  Tangga,

bertempat  tinggal  di  Jl.  Royal  Residence  No.  15   RT  002  RW  010

Kelurahan  Ujung  Menteng  Kecamatan  Cakung  Kota  Jakarta  Timur,
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memberikan  keterangan  dibawah  sumpahnya  pada  pokoknya  sebagai

berikut: 

-   Bahwa saksi  adalah Kakak  kandung  Penggugat,  dan kenal  dengan

Tergugat;

-  Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat  telah

kumpul bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat, dan

telah dikaruniai dua orang anak;

-   Bahwa  setahu  saksi  sejak  pertengahan  tahun  2017 rumah  tangga

Penggugat  dengan  Tergugat  mulai  tidak  harmonis,  karena  Tergugat

diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

-  Bahwa selain itu Tergugat sering juga tidak pernah memberikan nafkah

kepada Penggugat;

- Bahwa   saksi tahu sejak  akhir tahun 2021 Tergugat jarang pulang ke

rumah;

-   Bahwa saksi sudah berupaya menyarankan Penggugat agar bisa rukun

kembali dengan Tergugat, tapi Penggugat menolak;

2. Refly Lucky Bin Boetjek Ard Dirk, umur 52 tahun agama Kristen, pekerjaan

Wiraswasta, beralamat di Jl. Pegangsaan Dua RT 001 RW 004 Kelurahan

Pegangsaan  Dua  Kecamatan  Kelapa  Gading  Kota  Jakarta  Utara,

memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

    -  Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sudah sekitar dua puluh

lima tahun yang lalu, dan kenal dengan Tergugat;

-  Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kumpul

bersama sebagai suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak;

-  Bahwa  saksi  tahu  sejak  pertengahan  tahun  2017  rumah  tangga

Penggugat  dengan Terggugat  mulai  tidak harmonis,  karena Tergugat

diketahui  menjalin  hubungan  asmara  dengan  wanita  lain,  serta

Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
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-  Bahwa  setahu saksi sejak akhir tahun 2021  Tergugat jarang terlihat

pulang ke rumah;

-  Bahwa  keluarga  saksi  sudah  berupaya  merukunkan  Penggugat  dan

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa  terhadap  keterangan  saksi-saksi  tersebut,  Penggugat  telah

membenarkannya;

Bahwa  selanjutnya Penggugat telah   menyampaikan kesimpulan yang

isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya  uraian  putusan  ini,  maka  semua  hal  yang

termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana  terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  sudah  dua  kali  dipanggil

secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, ternyata tidak

datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah

untuk  datang  menghadap  di  persidangan,  dan  Tergugat  tidak  mengajukan

eksepsi,  serta  gugatan tersebut  tidak melawan hukum. Maka  Tergugat yang

telah  dipanggil  secara  resmi dan  patut akan tetapi  tidak  datang  menghadap

harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan  gugatan tersebut  harus  diperiksa secara

verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis  hakim membebani

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  surat  gugatan  cerainya

sebagaimana pada posita 1  s/d posita 6,  adalah  didasarkan pada ketentuan

dalam  pasal  39  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang
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Perkawinan  juncto pasal  19 (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9  Tahun 1975

tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian

gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatan  tersebut,

Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 serta dua orang saksi; 

Menimbang,  bahwa  bukti  P.1  (Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah),  telah

bermeterai cukup, sudah  di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan

akta  otentik,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai  data  pernikahan

Penggugat  dengan Tergugat  yang dilaksanakan pada tanggal  25  Mei  2006,

sehingga  bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil,  serta

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165

HIR  juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang,  bahwa  sementara  dari  alasan-alasan  Cerai  Gugat  pada

posita  1  dan  posita  2,  dihubungkan  dengan  surat  bukti  (P.1),  telah  terbukti

secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan

yang  sah  sejak  tanggal  25  Mei  2006,  belum  pernah  bercerai  dan  telah

dikaruniai  dua orang anak bernama Prajna Kamilah (15 tahun)  dan Khansa

Karimah (10 tahun);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat sudah dewasa, berakal

sehat,  dan  sebelum  memberikan  keterangannya  telah  disumpah  terlebih

dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145

ayat (1) HIR;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  pertama  dan  saksi  kedua

Penggugat mengenai sejak pertengahan tahun 2017 rumah tangga Penggugat

dengan Terggugat  mulai  tidak  harmonis,  karena Tergugat  diketahui  menjalin

hubungan asmara dengan wanita lain, serta Tergugat tidak pernah memberikan

nafkah wajibnya kepada Penggugat. Sehingga sejak akhir tahun 2021 Tergugat

jarang  terlihat  pulang  ke  rumah,  adalah  fakta  yang  dilihat  sendiri/didengar

sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
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materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  pertama  dan  saksi  kedua

Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh

karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal

172 HIR;

Menimbang,  bahwa  dari  alasan-alasan  pada  posita  3  s/d  posita  13,

dihubungkan keterangan saksi-saksi Penggugat telah ditemukan fakta sebagai

berikut:

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan

Terggugat  mulai  tidak  harmonis,  karena  Tergugat  diketahui  menjalin

hubungan  asmara  dengan  wanita  lain,  serta  Tergugat  tidak  pernah

memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;

- Bahwa sejak akhir tahun 2021 Tergugat jarang terlihat pulang ke rumah;

- Bahwa upaya rukun telah dilakukan oleh saksi-saksi, namun  Penggugat

menolak;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut,  maka

Majelis Hakim berperdapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

sudah tidak bisa dirukunkan kembali seperti semula. Dengan demikian, maka

alasan-alas gugatan Penggugat  pada posita  3 s/d  posita  6 telah memenuhi

maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal

19 huruf  (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  maka  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  gugatan  Penggugat  dapat

dikabulkan  dengan  menjatuhkan  talak  satu  bain  shughro  Tergugat  terhadap

Penggugat; 

Menimbang,  bahwa karena perkara  a quo masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang  Nomor
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3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

tentang  Peradilan  Agama,  maka  semua  biaya  perkara  dibebankan  kepada

Penggugat;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI 

1. Menyatakan, bahwa  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (Budy  Andriyanto  Bin

Chamim Toha) kepada Penggugat (Yulianti, SE Bin H. Uci Nursi);  

4.  Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp. 445.000,00 (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dilangsungkan pada hari Senin,

tanggal  17 April  2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1444

Hijriah,  oleh  Kami  Drs.  Muchammadun,   sebagai  Ketua  Majelis,

Drs.  Sarnoto,  M.H.,  dan Drs.  Ahd.  Syarwani,  masing-masing sebagai  Hakim

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Anggota tersebut dan dibantu oleh  Hasan Bajuri, SH.I., M.H., sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa dihadiri

Tergugat;

 Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Sarnoto, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Muchammadun. 

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Ahd. Syarwani.
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Panitera Pengganti,

Ttd.

Hasan Bajuri, SH.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran :  Rp.     30.000,00

2. Biaya Proses :  Rp.     75.000,00

3. Biaya PNBP Panggilan :  Rp.     20.000,00

4. Biaya Panggilan :  Rp.   300.000,00

5. Biaya Redaksi :  Rp.     10.000,00

6. Biaya Meterai                                                  :  Rp.       10  .000,00     +  

                                           Jumlah :  Rp.   445.000,00

                             (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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